PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SEKRETARIAT DAERAH

Jin. Sapta Marga Kelurahan Botu Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo Telp. (0435) 821277

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan

dibawah ini :

Nama : MOHAMAD TRIZAL ENTENGO, SH
Jabatan : KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
GORONTALO

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SOFIAN IBRAHIM,. M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gorontalo, Januari 2024
Pih edua, Pi

ertama,

Drs. SOFIAN IB M, M.Si MOHAMAD TRIZAL ENTENGO, SH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI GORONTALO

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
i Persentase Produk 100 %
Meningkatnya Agenda Hukum yang difasilitasi
Perubahan Reformasi
Birokrasi melalui Penataan Presentase
1. | Produk Hukum Daerah dan Pendampingan
Penyelenggaraan Bantuan Bantuan Hukum 100 %
Kepada Penyelenggara
Hukum )
Pemerintahan dan
Masyarakat Miskin
Meningkatnya Tatakelola IKM 80
2 | Pemerintahan lingkup Biro
LAKIP 1 LAP
Program Anggaran Keterangan
1. Fasilitas dan Koordinasi Hukum Rp. 1.983.829.850 APBD
Penunjang Urusan Pemerintahan Rp. 4.722.429.228 APBD

Daerah Provinsi

Sekretaris pderah,

Gorontalo, Januari 2024

Kepala Biro Hukum,

B -lf
MOHAMAD TRIZAL ENTENGO, SH




DEFINISI OPERASIONAL
INDIKATOR KINERJA SASARAN
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI GORONTALO

No | Sasaran Strategis In(?ikator Definisi Operasional
Kinerja
1. | Meningkatnya Persentase Persentase Produk Hukum yang di

Agenda Perubahan | Produk Hukum | fasilitasi sampai dengan pengajuan
Reformasi Birokrasi | yang difasilitasi | penetapan/ Pengesahan oleh kepala

melalui Penataan Daerah yang diukur dari 3 (tiga)

Produk Hukum kategori yaitu:

Daerah dan - SK Gubernur yang di ajukan
| Penyelenggaraan ke Kepala daerah sampai

Bantuan Hukum dengan ditetapkan

- Peraturan Gubernur yang di
ajukan ke Kepala daerah
sampai dengan ditetapkan

- Peraturan Daerah yang di
ajukan ke Kementerian dalam
Negeri untuk dimintai
persetujuan
Peraturan Kepala Daerah
Kab/Kota yang di Fasilitasi
dan di Evaluasi untuk
dimintai persetujuan

Gubernur
Presentase -  Pendampingan hukum
Pendampingan terhadap kasus yand di
Bantuan Hukum hadapi oleh penyelengaran
Kepada pemerintah dan pemberian
Penyelenggara bantuan hukum bagi
Pemerintahan masyarakat miskin yang
dan Masyarakat tersandung masalah hukum
Miskin dengan melalui Aksi HAM

- Memfasilitasi bagi
masyarakat miskin yang
memerlukan pendampingan
hukum melalui Lembaga
Bantuan Hukum ( LBH )

IKM adalah data dan informasi
tentang tingkat kepuasan
masyarakat yang diperoleh dari

Meningkatnya hasil pengukuran secara kuantitatif
Tatakﬁtl'f’la IKM dan kualitatif atas pendapat
Pemermta.han masyarakat dalam memperoleh
lingkup Biro pelayanan dari aparatur

penyelenggara pelayanan publik
dengan membandingkan antara |
harapan dan kebutuhannya.




Indeks Kepuasan Masyarakat di
tetapkan melalui survey kepuasan
masyarakat, yang merupakan nilai
hasil akhir dari penjumlahan nilai
per unsur dan jumlah responden
dengan rumus :

Skor KM Total = (Total nilai semua

unsur)/(jlh responden x jlh unsur ) x
100/4.

LAKIP

Laporan Pertanggungjawaban
kinerja  yang menggambarkan
tingkat akuntabilitas kinerja dan
implementasi SAKIP yang
melingkupi perencanaan,
pengukuran kinerja, pelaporan dan
evaluasi internal.




RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI GORONTALO

Target Kinerja |

; Target Triwulan
No Sasara_n Inc.ilkator Program Anggaran
Strategzs Klnerja 2024 T™W TW I TW | TW
1 2 3 4
1 Meningkatnya | Persentase o
25 | 26 | 25
- Agenda Produk Hukum | 100% 25%
| Perubahan il % | % | %
: ang difasilitasi
| Reformasi yang
' Birokrasi 5 - |
melalui resentase ' Fasilitas dan
! ' Penataan Pendampingan | !
| Produk Bantuan Hukum Koordinasi | Rp. 1.983.829.850
' Hukum Huk
25 | 25 | 25 [ ukum
- Daerah dan Kipana 100% 25% |
Penye'enggar Penyelenggara % % %
- aan Bantuan | pemerintahan
i Hukur - dan Masyarakat
i - Miskin
_— —
' Penunjang
- 20 | 20 | 20 20 Urusan
Meningkatnya IKM ;
Tatalke?l i ¥ % | % | % % Pemerintahan '
2 | E———— Daerah Provinsi | Rp. 4.722.429.228
- \ -
lap
Gorontalo, Januari 2024

Kepala Biro Hukum,

MOHAMAD TRIZAL ENTENGO, SH
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